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ABSTRAK

Kebijakan vaksinasi wajib COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,
terutama terkait kebebasan individu dalam memilih. Sejumlah kalangan menolak kebijakan ini karena
dianggap membatasi hak individu. Penolakan ini juga muncul karena kekhawatiran soal kehalalan
vaksin dan maraknya hoaks, seperti isu microchip dalam vaksin dan klaim kontrol oleh tokoh publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan
hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah literature review dengan kriteria artikel yang
membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 terkait hukum dan hak asasi manusia dalam rentang waktu
2020-2024. Dari 102 artikel yang diidentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia secara hukum sejalan dengan undang-undang
yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam kondisi darurat kesehatan, pemerintah
memiliki wewenang untuk membatasi hak individu guna melindungi kepentingan publik, sesuai dengan
prinsip derogable rights. Sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi dianggap sebagai langkah sah dan
diperlukan untuk menangani krisis kesehatan yang berdampak luas. Selain itu, komunikasi yang baik
dan edukasi yang komprehensif mengenai vaksinasi diharapkan agar masyarakat lebih memahami
urgensi dan manfaatnya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
terhadap kebijakan, sehingga kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat berhasil diimplementasikan secara
efektif di Indonesia.

Kata kunci : hak asasi manusia, kebijakan vaksinasi COVID-19, perspektif hukum

ABSTRACT

The mandatory COVID-19 vaccination policy in Indonesia has raised pros and cons in society,
especially regarding individual freedom of choice. A number of groups reject this policy because it is
considered to differentiate individual rights. This rejection also arose due to concerns about the
halalness of vaccines and the rise of hoaxes, such as the issue of microchips in vaccines and claims of
control by public figures. This study aims to analyze the COVID-19 vaccination policy from the
perspective of law and human rights (HR). The method used is a literature review, with criteria for
articles discussing COVID-19 vaccination policy related to law and human rights between 2020-2024.
Out of 102 identified articles, 11 met the inclusion criteria. The results show that the vaccination policy
in Indonesia is legally in line with applicable laws and does not violate human rights. In a health
emergency, the government has the authority to restrict individual rights to protect the public interest,
in accordance with the principle of derogable rights. Sanctions for those who refuse vaccination are
considered a legitimate and necessary measure to deal with a far-reaching health crisis. In addition,
good communication and comprehensive education on vaccination is expected so that people better
understand its urgency and benefits. This increased understanding is expected to increase compliance
with the policy, so that the COVID-19 vaccination policy can be successfully implemented effectively
in Indonesia.

Keywords : COVID-19 vaccination policy, legal perspectives, human rights

PENDAHULUAN
COVID-19 merupakan suatu penyakit infeksi menular disebabkan oleh virus Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang menyerang sistem pernapasan
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manusia. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 8 Desember 2019
dan dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh WHO pada tanggal 30
Januari 2020 (Harapan et al., 2020). Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan
pada 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat, dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia
dalam 38 hari. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat
4.262.720 kasus COVID-19 dari 2 Maret 2020 hingga 31 Desember 2021 (Slamet, 2022).

Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 dan menurunkan angka kasus,
pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program vaksinasi
COVID-19. Memasuki awal 2021, vaksin COVID-19 mulai didistribusikan di Indonesia.
Pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat divaksin, dengan vaksin yang diberikan
secara gratis. Pemberian vaksin dilakukan secara bertahap, dan diiringi dengan berbagai
peraturan tentang penanggulangan COVID-19 dan kewajiban vaksinasi (Disemadi & Pardede,
2021). Vaksinasi adalah tindakan medis berupa pemberian mikroorganisme yang telah
dilemahkan atau komponen dari mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh untuk merangsang
respons imun sehingga tubuh menjadi resisten terhadap penyakit (Slamet, 2022). Program
vaksinasi ini diakui sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat dalam konteks pemenuhan
hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (Agustina et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
"Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab
pemerintah."” Pasal 1 dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa hak asasi manusia
adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi
oleh negara (Pemerintah Indonesia, 1999). Namun, kebijakan wajib vaksinasi COVID-19 telah
menimbulkan perdebatan mengenai hak individu untuk memilih, dengan sebagian masyarakat
menolak vaksinasi wajib ini. Menurut survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian
Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) pada Oktober 2020, sekitar 7,6%
masyarakat menolak vaksinasi, sementara 26,6% belum memutuskan (Widjaja, 2021).
Penolakan tersebut sering kali didorong oleh maraknya hoaks serta kekhawatiran masyarakat
terkait isu kehalalan vaksin yang memicu gesekan antara perspektif medis dan pandangan
agama (Syam et al., 2020).

Hoaks yang muncul mengenai dugaan pemasangan microchip dalam vaksin COVID-19
yang dikaitkan dengan tokoh publik, seperti Bill Gates, yang dianggap sebagai upaya kontrol
melalui vaksinasi (Rahayu & Sensusiyati, 2021). Perdebatan tentang vaksinasi juga
berkembang di media sosial, di mana kelompok anti-vaksin mengungkapkan keraguan tentang
efektivitas vaksin. Mereka berpendapat bahwa vaksinasi tidak memberikan jaminan kekebalan
tubuh dan menyatakan bahwa kondisi fisik anak yang divaksinasi dan yang tidak pada dasarnya
akan tetap sama (Rahayuwati, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan program vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi
manusia.

METODE

Penelitian ini  menggunakan metode literature review yang bertujuan untuk
mengumpulkan, mengevaluasi, serta menyimpulkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu
terkait topik kebijakan program vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi
manusia. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect,
dengan kriteria inklusi berupa artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 dari
aspek hukum atau hak asasi manusia, dipublikasikan antara tahun 2020-2024, serta tersedia
dalam akses penuh (free full text). Artikel dengan metode review sistematis atau meta-analisis
tidak dimasukkan dalam kajian ini karena dianggap kurang relevan terhadap fokus penelitian
ini. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami perspektif yang lebih
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mendalam terhadap artikel yang relevan. Peneliti menggunakan 11 artikel yang memenuhi
topik dan kriteria inklusi.

HASIL

Berdasarkan penelusuran literatur melalui database yang telah ditentukan, ditemukan 102
artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 dalam kaitannya dengan aspek hukum
dan hak asasi manusia. Setelah dilakukan seleksi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan
relevansi terhadap topik dan kualitas artikel, sebanyak 11 artikel memenuhi kriteria inklusi.
Seleksi dilakukan berdasarkan tinjauan judul, abstrak, dan kesesuaian isi artikel terhadap
kebijakan vaksinasi COVID-19 serta relevansinya dengan hak asasi manusia, khususnya hak
atas kesehatan.

Avrtikel yang terpilih berasal dari berbagai penelitian yang dilakukan pada rentang tahun
2021 hingga 2024. Artikel ini mencakup beragam perspektif hukum terkait implementasi
kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut
dirumuskan, diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Tabel 1. Hasil Penelusuran Artikel

No  Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1. Fahmi et al. (2023)

Kebijakan Hukum Pemerintah
Indonesia dalam Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari
Hak  Asasi Manusia  atas
Kesehatan

Pemerintah Indonesia berupaya
agar kebijakan vaksinasi selaras
dengan hak asasi manusia,
namun terkendala distribusi
vaksin dan pengecualian medis.

2. Agustina et al. (2021)

Kebijakan  Wajib  Vaksinansi
Covid-19 Ditinjau dari Asas
Manfaat, Kepentingan Umum dan
Hak Asasi Manusia

Kebijakan  wajib  vaksinasi
melindungi kesehatan individu
dan masyarakat, tidak melanggar
hak asasi manusia.

3. Harahap (2022)

Kebijakan Vaksinasi Covid-19
dalam  Perspektif  Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pengadaan Vaksin

Vaksinasi merupakan hak dasar
warga negara, dan pemerintah
bertanggung  jawab  dalam
melindungi hak kesehatan warga
sebagai bagian dari hak asasi
manusia.

4, Stephanie et al. (2021)

Aspek  Hukum  Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Kebijakan vaksinasi bersifat
memaksa untuk  melindungi
kesehatan  publik, termasuk
pemberian sanksi bagi penolak
vaksin.

5. Nasiliu et al. (2023)

Pengadaan dan  Pelaksanaan
Vaksinasi Ditinjau dari Perspektif
Hak Asasi Manusia (Tantangan
dan Prospek)

Dalam keadaan darurat
kesehatan, hak individu untuk
menolak vaksinasi bisa dibatasi,
meski hak dasar tetap diakui.

6. Ginting et al. (2021)

Analisis Kebijakan Kewajiban
Vaksinasi COVID-19  Oleh
Pemerintah  Terhadap  Setiap
Warga  Masyarakat  Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia
dan Hak Konstitusional Warga
Negara

Kewajiban vaksinasi merupakan
bagian dari hak kesehatan
masyarakat, di mana individu
yang menolak dapat
membahayakan publik.
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7. Sanjaya et al. (2021) Kajian Hukum  Pelaksanaan Kebijakan vaksinasi melibatkan
Vaksinasi COVID-19 di  sanksi pidana untuk
Indonesia Ditinjau dari Perspektif meningkatkan kepatuhan,
Hak Asasi Manusia namun menghadapi tantangan
dalam implementasi dan
perlindungan ~ hukum  bagi
penerima vaksin.
8. Hastuti (2024) Penanggulangan Pandemi Corona  Vaksinasi  diwajibkan  bagi
Virus Disease 2019 (Covid-19) semua lapisan  masyarakat
Penanggulangan Pandemi Corona melalui Perpres No. 14 Tahun
Virus Disease 2019 (Covid-19 2021, kecuali bagi kelompok
yang dikecualikan.
9. Soewarno (2023) Implementasi Pemberian Sanksi Vaksinasi diwajibkan melalui

Pada Program Wajib Vaksin
Sebagai Upaya Pemenuhan Hak
Asasi Manusia Dalam
Penanggulangan Covid-19

Perpres No. 14 Tahun 2021,
dengan sanksi administratif atau
pidana bagi penolak, sebagai
upaya memenuhi hak kesehatan

warga negara.

10. Kasimetal. (2024) Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Kebijakan vaksinasi
dalam Perspektif Konstitusi berlandaskan konstitusi

Indonesia untuk melindungi hak

kesehatan  masyarakat  dan
menciptakan kemaslahatan
umum.

Vaksinasi Covid-19: Hak Vaksinasi di Indonesia

Individu Atau Kewajiban Publik menyeimbangkan hak individu

Dalam Civil Society? dan kewajiban publik, namun
menekankan kepentingan umum
di atas hak individu dalam situasi
darurat kesehatan.

Shadigin et al. (2022)

Analisis dari artikel yang terpilih menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi COVID-19 di
Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mendukung pemenuhan hak asasi manusia,
khususnya hak atas kesehatan. Menurut Fahmi et al. (2023), pemerintah Indonesia telah
berupaya memastikan agar kebijakan vaksinasi sesuai dengan hukum nasional dan
internasional yang mengatur hak atas kesehatan. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya
tetap ada, terutama terkait dengan distribusi vaksin yang tidak merata dan pengecualian medis
bagi kelompok tertentu. Penelitian lain, seperti yang diuraikan oleh Agustina et al. (2021) dan
Ginting et al. (2021), menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi wajib tidak melanggar hak asasi
manusia, karena kebijakan tersebut bertujuan melindungi kesehatan individu dan masyarakat.
Mereka berpendapat bahwa kewajiban vaksinasi merupakan langkah preventif yang diperlukan
untuk membatasi penularan virus dan menjaga kepentingan publik. Pembatasan terhadap hak
individu dianggap sah apabila dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara
keseluruhan dalam situasi darurat.

Stephanie et al. (2021) dan Sanjaya et al. (2021) juga mengulas penerapan sanksi bagi
mereka yang menolak vaksinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.
Pemberlakuan sanksi ini, baik administratif maupun pidana, dimaksudkan untuk meningkatkan
kepatuhan masyarakat terhadap program vaksinasi. Namun, tantangan dalam sosialisasi dan
penegakan hukum di lapangan tetap menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Lebih lanjut,
Nasiliu et al. (2023) dan Shadiqin et al. (2022) menyoroti perdebatan antara hak individu dan
kepentingan publik. Meskipun hak individu untuk menolak vaksinasi diakui dalam situasi
darurat, seperti pandemi, kepentingan masyarakat harus didahulukan. Oleh karena itu,
I ——
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vaksinasi dianggap sebagai kewajiban publik yang harus dipenuhi untuk melindungi kesehatan
masyarakat secara luas. Kasim et al. (2024) menekankan landasan konstitusional kebijakan
vaksinasi di Indonesia, yang berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak
warga negara untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,
vaksinasi tidak hanya menjadi hak individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah
dalam melindungi masyarakat.

PEMBAHASAN

Indonesia mengalami dua gelombang pandemi COVID-19, dengan rata-rata 172.576 kasus
per hari pada gelombang pertama dan 580.000 kasus per hari pada gelombang kedua (Slamet,
2022). Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi
COVID-19 sebagai upaya untuk mengurangi angka kasus, tingkat kesakitan, dan kematian
akibat virus tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah". Selain itu, Pasal 28H ayat
(1) UUD NRI 1945 menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan
pelayanan kesehatan, serta Pasal 281 ayat (1) yang menjamin hak untuk hidup sebagai bagian
dari hak asasi manusia (Kasim et al., 2024).

Penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 oleh masyarakat disebabkan oleh
berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, perbedaan sudut pandang, nilai-nilai yang
dianut, serta keraguan terkait status halal vaksin (Harahap, 2022). Vaksinasi COVID-19
sebagai bagian dari kebijakan publik dirancang untuk kepentingan banyak orang, sebagaimana
dijelaskan oleh Young dan Quinn, yang menekankan bahwa kebijakan publik adalah tindakan
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Program vaksinasi ini bertujuan untuk
mengurangi penyebaran virus serta menekan angka kesakitan dan kematian (Ayuningtyas,
2015).

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Dalam kondisi kegentingan yang
memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Atas
dasar itu, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur pengadaan dan
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia (Stephanie et al., 2021). Pengembangan
kebijakan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghadapi pandemi COVID-19,
dengan virus SARS-CoV-2 sebagai faktor eksternal. Kebijakan vaksinasi diwajibkan untuk
seluruh lapisan masyarakat yang telah terdaftar, sesuai dengan Pasal 13A ayat (2) Perpres No.
14 Tahun 2021(Hastuti, 2024). Namun, ada pengecualian bagi kelompok tertentu, seperti
individu dengan demam tinggi (>37,5°C), penyakit penyerta yang tidak terkontrol, riwayat
autoimun akut, alergi berat, pasien yang sedang menjalani kemoterapi, serta wanita hamil
(Rahmadani et al., 2022). Bagi mereka yang tidak termasuk dalam pengecualian dan menolak
vaksinasi, akan dikenakan sanksi administratif, seperti penundaan atau penghentian jaminan
sosial, layanan administrasi pemerintahan, atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A
ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021).

Indonesia bukan sebagai satu-satunya negara yang memberikan sanksi bagi mereka yang
tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Di Austria, orang dewasa yang memenuhi syarat
melakukan vaksinasi, tetapi tidak melakukannya, maka dikenakan denda sebesar 3.600 Euro.
Di Ekuador, jika suatu tempat esensial, seperti pusat perbelanjaan mengizinkan individu yang
tidak melakukan vaksinasi untuk mengakses tempat mereka, maka dapat dikenakan denda
hingga ditutup. Dan di Yunani, bagi mereka yang menjadi petugas kesehatan dan berusia >60
tahun tidak melakukan vaksinasi COVID-19, akan dikenakan denda hingga pemecatan
(Mtimkulu-Eyde et al., 2022). Hasil survei Kementerian Kesehatan dan Indonesian Advisory
Group on Immunization Technology mengungkapkan bahwa 27,8% responden masih ragu-
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ragu, sementara 7,6% menolak vaksinasi (Sanjaya et al., 2021). Penelitian yang dilakukan pada
empat universitas yang berbeda provinsi di Indonesia juga menunjukkan bahwa 10,7%
responden menolak dan 39% responden masih ragu ragu menerima vaksinasi(Khatiwada et al.,
2023). Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat (3),
memberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan pelayanan kesehatan yang
diinginkan, hak ini ditangguhkan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
2020 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 (Nasiliu et
al., 2023). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2019 yang
menegaskan bahwa setiap individu berkewajiban menjaga derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya (Pemerintah Indonesia, 2009).

Dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, negara diizinkan untuk membatasi hak asasi
manusia berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights, termasuk hak
kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Pembatasan hak asasi manusia ini sejalan
dengan Derogable rights sehingga pemerintah dapat mengesampingkan penolakan yang
dilakukan individu untuk menerima vaksin (Shadiqin et al., 2022). Bahkan, para ahli filsuf
dengan pemahaman kebebasan sepakat bahwa pembatasan dapat dilakukan (King et al., 2022).
Pembatasan ini dianggap sah untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), di mana
kelompok masyarakat yang tidak dapat divaksin tetap terlindungi (Rahman, 2021).

Kepatuhan individu terhadap vaksinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk
persepsi mereka tentang keparahan penyakit, kerentanan, manfaat vaksin, hambatan yang
dihadapi, dan keyakinan diri (self-efficacy) (Purwodihardjo & Suryani, 2020). Faktor
demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat pendidikan turut
memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap vaksinasi. Sebuah penelitian terhadap 362
mahasiswa Fakultas llmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya menemukan bahwa
51,5% kepatuhan terhadap vaksinasi dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap manfaat
kesehatan (Riyadi & Larasaty, 2020). Kemudahan dalam menjangkau akses terhadap vaksinasi
juga menjadi salah satu alasan kepatuhan masyarakat terhadap vaksinasi (Faturohman et al.,
2021). Selain itu, komunikasi yang efektif tentang manfaat vaksin dan adanya sistem untuk
menanggapi keluhan pasca-vaksinasi sangat penting dalam membangun kepercayaan
masyarakat terhadap program ini (Pratama & Savira, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4(b)
menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
penggunaan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang
jelas tentang vaksin COVID-19, serta kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian
pasca-vaksinasi (Sanjaya et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Lasmita et al (2021)
yang menyatakan bahwa kelompok dengan akses informasi yang baik mengenai vaksin
COVID-19 akan memengaruhi penerimaan vaksinasi (Lasmita et al., 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait vaksinasi untuk
memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Muslim di tengah pandemi COVID-19. Melalui
Fatwa Nomor 4 Tahun 2016, MUI menyatakan bahwa vaksinasi diperbolehkan sebagai upaya
membentuk kekebalan tubuh dan mencegah penyakit (Ginting et al., 2021). Fatwa Nomor 14
Tahun 2021 secara khusus mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung
enzim tripsin dari pankreas babi yang pada dasarnya haram. Namun, MUI memutuskan bahwa
penggunaan vaksin ini tetap diperbolehkan dengan pertimbangan kondisi darurat syar’i, seperti
keterbatasan vaksin halal dan kebutuhan mendesak untuk mencapai herd immunity (Rosa,
2023). Menurut Safrida et al. (2022) dan A. Latief (2022) fatwa ini sejalan dengan izin darurat
(Emergency Use Authorization) dari BPOM dan didasarkan pada prinsip fikih daruri yang
membolehkan hal-hal haram dalam situasi darurat demi melindungi jiwa manusia. MUI
merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk Al-Bagarah ayat 195 yang melarang tindakan
yang membahayakan diri sendiri, serta Al-Bagarah ayat 173 yang membolehkan konsumsi

C____________________________________________________________________________
JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI 11488



Volume 5, Nomor 4, Desember 2024 ISSN : 2774-5848 (Online)
ISSN : 2777-0524 (Cetak)

barang haram dalam kondisi darurat (Rosa, 2023). Diharapkan, fatwa ini mampu mengurangi
keraguan masyarakat terkait kehalalan vaksin COVID-19 (Ginting et al., 2021).

KESIMPULAN

Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia merupakan langkah yang signifikan oleh
pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Meskipun tantangan implementasi masih ada, seperti penolakan dari beberapa
kelompok masyarakat dan distribusi vaksin yang belum merata, kebijakan ini tetap berada
dalam kerangka hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak individu untuk menolak vaksinasi
dibenarkan oleh situasi darurat kesehatan masyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan
umum dan mencapai kekebalan kelompok. Komunikasi yang efektif dan edukasi yang jelas
tentang vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadap program ini. Pemerintah perlu terus berupaya dalam mengatasi tantangan
yang ada, sehingga tujuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan melindungi
kesehatan seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.
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